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Abstrak  

Over kapasitas mengakibatkan adanya gangguan dalam proses pembinaan narapidana di Lapas 

Kelas IIA Banjarmasin yang berpotensi mengakibatkan hambatan dan kurang optimalnya pembinaan 

yang diberikan dan menjadikan tujuan dan fungsi terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak 
berjalan dengan baik. Skripsi ini bertujuan untk mengetahui bagaimana implementasi pembinaan 

narapidana dalam kondisi over kapasitas yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Banjarmasin dan dampak apa saja yang ditimbulkan akibat over kapasitas terhadap pembinaan 
narapidana serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah over kapasitas di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris 

dengan melakukan Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview) dan pengamatan/ 
observasi, kemudian diolah dan dianalisis. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Banjarmasin dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dampak yang ditimbulkan akibat 

kelebihan kapasitas narapidana di Lapas Kelas IIA Banjarmasin menyebabkan kurangnya pengawasan 

terhadap narapidana sehingga menimbulkan terganggunya pembinaan narapidana. 

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, over Kapasitas. 
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